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ABSTRACT 

The rejection of a church in Cilegon has once again raised the issue of religious freedom and tolerance in Indonesia. 

While the law clearly states that every citizen can practice their religion according to their own beliefs, minority 

groups sometimes face difficulties in building their own houses of worship. The incident in Cilegon illustrates how the 

interests of the majority and the rights of minority communities can clash. This tension tests the authorities' 

commitment to the principles of justice and pluralism, the foundations of the nation. This issue demonstrates the need 

for interfaith communication and firm law enforcement to minimize such conflicts in the future. Therefore, as citizens, 

we must continue to strive for mutual understanding and uphold existing regulations, so that religious life in Indonesia 

can remain peaceful and respectful among believers. 
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 ABSTRAK 

Penolakan pendirian gereja di Cilegon kembali mengangkat isu kebebasan dan toleransi beragama di Indonesia ini. 

Dari sisi hukum, menjelaskan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan ibadah agamanya sesuai keyakinan 

masing masing, tetapi kenyataannya dalam kelompok minoritas kadang masih mengalami kesulitan untuk membangun 

rumah ibadah mereka. Peristiwa yang terjadi di Cilegon ini yang dapat menjadi gambaran bagaimana kepentingan 

antara masyarakat mayoritas dan hak hak masyarakat minoritas ini dapat berbenturan. Ketegangan ini menguji 

keperpihakan aparat terhadap prinsip keadilan dan pluralisme yang menjadi landasan bagi bangsa. Isu ini 

menunjukkan bahwa perlunya komunikasi antarumat beragama serta penegakan hukum yang tegas untuk 

meminimalisir konflik seperti ini di masa mendatang. Karena itu, kita sebagai warga negara perlu terus berusaha saling 

mengerti satu sama lain dan ikut menjaga aturan yang ada, supaya kehidupan beragama di Indonesia bisa tetap damai 

dan saling menghargai antarumat.                               

 

Kata kunci: toleransi, Kebebasan Beragama, Cilegon. 
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 PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang memiliki landasan ideologi pancasila, pancasila meerupakan dasar 

negara yang menjamin secara hukum kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan. Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dengan jelas mengatur bahwa setiap orang 

berhak untuk bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut keyakinannya. Pasal 22 UU No. 39/1999 

menegaskan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan 

berkeyakinan, termasuk dalam hal ekspresi keyakinan melalui cara berpakaian seperti penggunaan jilbab. 

Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang penting karena memberi setiap individu 

kebebasan untuk memilih, meyakini, dan menjalankan agamanya tanpa diskriminasi atau campur tangan 

dari pihak lain. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan ketika hak beragama seseorang 

bertentangan dengan upaya menjaga keharmonisan sosial. Salah satu masalah utama adalah bagaimana 

mengatur perbedaan keyakinan dalam masyarakat yang semakin beragam dan multikultural saat ini. 

Kondisi ini menyebabkan berbagai agama dan  kepercayaan saling bersaing agar dapat diterima dan 

dihormati (Nastiti, 2023). 

SETARA Institute mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan 

beragama/berkeyakinan (KBB). Angka tersebut naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

yaitu 175 peristiwa dengan 333 tindakan. SETARA Institute merupakan sebuah organisasi yang fokus pada 

pelindungan dan peningkatan hak asasi manusia (HAM). Salah satu masalah besar yang muncul adalah 

penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon, Banten. Kasus ini menunjukkan adanya masalah tentang 

tempat ibadah. Kota Cilegon merupakan kota yang mayoritas Islam, menurut data dari banten.nu.or.id, 

secara demografis, warga Kota Cilegon memeluk lima agama berbeda. Persentase pemeluk agama di kota 

Cilegon adalah 97% Islam, 0,77% Katolik, 0,84% Protestan, 0,26% Hindu, dan 0,16% Buddha. Namun 

begitu, Kota Cilegon termasuk dalam kategori kota dengan tingkat toleransi yang paling rendah. 

Penolakan pendirian gereja di Cilegon mencerminkan tantangan besar dalam menciptakan upaya 

masyarakat menghargai perbedaan keberagaman, kasus ini menghalangi seseorang untuk beribadah. 

Penolakan ini memicu protes besar-besaran agar semua orang mendapat kebebasan memeluk agama dan 

membangun rumah ibadah tanpa diskriminasi. 

Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial mendesak pemerintah daerah untuk bersikap netral 

dan tidak melakukan diskriminasi kepada kelompok minoritas dalam kasus penolakan pembangunan Gereja 

HKBP Maranatha. Penolakan ini disebut berkaitan dengan perjanjian antara Bupati Serang Ronggo Waluyo 

dan PT Krakatau Steel pada tahun 1975 yang mengatur izin pendirian PT Krakatau Steel serta memuat 

larangan pembangunan gereja di kawasan tersebut (kompas.com, 2022). 

Penolakan terhadap pembangunan gereja muncul dari beberapa aspek. Dari sisi historis, penolakan 

tersebut kerap dikaitkan dengan “wasiat ulama” pada masa kolonial Belanda yang melarang pembangunan 

gereja sebagai bentuk resistensi terhadap pemerintahan kolonial. Secara sosial, umat Kristen di Cilegon 

merupakan minoritas dengan jumlah sekitar 8.483 jiwa dari keseluruhan penduduk, berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik tahun 2019. Dari segi administratif, terdapat kendala berupa Peraturan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengharuskan dukungan minimal 90 

jemaat tetap serta 60 tanda tangan warga sekitar. Ketentuan ini menjadi tantangan bagi komunitas Kristen 

yang merupakan kelompok minoritas di Cilegon (Putri et al., 2024). 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pentingnya memastikan umat Kristiani punya 

hak untuk beribadah sesuai konstitusi. Dia mengatakan Kementerian Agama sudah beberapa kali meminta 
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Pemerintah Kota Cilegon untuk segera memberikan izin pembangunan gereja yang diajukan oleh jemaat 

HKBP. Yaqut juga siap datang langsung ke tempat supaya prosesnya berjalan adil. Kementerian 

Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ikut membantu menyelesaikan masalah 

ini. Menko Polhukam Mahfud MD merencanakan pertemuan bersama walikota, tokoh agama, dan pejabat 

dari Kementerian Dalam Negeri serta Kantor Staf Presiden. Mahfud menekankan bahwa kebijakan daerah 

harus sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai kebhinekaan yang jadi dasar negara. Namun, kendala utama 

masih ada di pemerintah daerah. Sikap Pemerintah Kota Cilegon yang bertolak belakang, seperti Wali Kota 

Helldy Agustian yang menandatangani spanduk penolakan gereja, mendapat banyak kritik. Pemerintah 

pusat juga melakukan edukasi masyarakat lewat program Moderasi Beragama. Penguatan peran Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai penengah konflik agama menjadi prioritas. Semua ini 

menunjukkan komitmen pemerintah pusat lewat dialog, memperkuat lembaga, dan menyebarkan nilai 

toleransi (Putri et al., 2024). 

Penolakan pembangunan gereja di Cilegon menggambarkan adanya kendala yang cukup serius 

dalam menjamin kebebasan beragama, padahal hal ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

Salah satu hak kebebasan beragama adalah kesempatan untuk melaksanakan ibadah di tempat khusus 

seperti rumah ibadah. Ketentuan tentang pendirian rumah ibadah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan 

(2)Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9,8/2006. 

Keberagaman berarti adanya banyak perbedaan dalam masyarakat, seperti etnis, kewarganegaraan, 

ras, agama, dan kelompok sosial. Di Indonesia, keberagaman ini harus diimbangi dengan sikap toleransi 

antarwarga agar negara tetap kokoh. Toleransi artinya menghargai perbedaan pendapat, agama, ras, dan 

budaya dari orang atau kelompok lain. Jika kurang pemahaman tentang keberagaman, intoleransi bisa 

muncul. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat dan pemerintah perlu menjadikan Pancasila sebagai 

pedoman utama untuk mengurangi intoleransi. Dengan begitu, rasa cinta tanah air dan persatuan akan 

semakin kuat, sekaligus menghargai berbagai budaya dan keyakinan di Indonesia (Nabila et al., 2025). 

Keberagaman bukan hanya kekayaan budaya, tapi juga pondasi utama persatuan bangsa. Jika tidak dijaga, 

keberagaman bisa memecah belah persatuan negara. 

Salah satu langkah penting untuk memperkuat toleransi adalah melalui dialog interreligius. Dialog 

ini harus dilakukan dalam suasana yang bebas dan saling menghargai keberagaman. Dalam hal ini dialog 

interreligius dilakukan untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari keindahan dalam menjaga 

keragaman. Selain menjadi sarana untuk saling memahami, dialog interreligius juga berfungsi sebagai 

tempat membangun rasa saling hormat dan kerja sama di antara umat beragama (Sila, 2024). Dengan 

adanya dialog ini, komitmen bersama dapat terbentuk untuk mencegah terjadinya konflik, seperti penolakan 

pembangunan gereja. 

Penolakan pembangunan gereja di Cilegon menjadi pelajaran penting bagi kita agar lebih sadar dan 

menghargai perbedaan. Jika terus dibiarkan, hal ini justru akan memperbesar diskriminasi dan sikap tidak 

toleran yang merusak keberagaman dalam masyarakat. Dengan menunjukkan sikap toleransi terhadap 

perbedaan, kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati hak masing-masing. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh penyebab munculnya konflik penolakan 

pembangunan gereja di Kota Cilegon, dengan melihat dari sisi hukum, sosial, dan budaya yang 

mempengaruhinya. Selain itu, artikel ini juga menyoroti upaya yag sudah dilakukan pemerintah, baik di 

tingkat pusat maupun daerah, serta langkah apa saja yang masih bisa di tempuh untuk meredakan konflik.  
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Di samping itu, tujuan lainnya yaitu mencoba memaparkan dampak yang akan terjadi akibat konflik 

tersebut, mulai dari terhambatnya pelaksanaan hak kebebasan beragama hingga melemahnya toleransi di 

tengah masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, pembahasan ini diharapkan untuk tidak hanya 

memberikan pemahaman kritis mengenai isu pembangunan rumah ibadah di lingkungan masyarakat plural 

seperti Cilegon, melainkan juga menawarkan gagasan solusi strategis berupa penguatan dialog lintas agama 

dan penegakan prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga. 

Permasalahan terkait pendirian rumah ibadah di Indonesia berdiri di persimpangan antara 

perlindungan hak asasi manusia dan dinamika sosial di tingkat lokal. Teori-teori dalam sosiologi agama 

seperti yang dikemukakan Lewis A. Coser menyoroti bahwa konflik sering kali tak terelakkan dalam 

masyarakat multikultural yang diwarnai perbedaan keyakinan. Sementara itu, konsepsi toleransi menurut 

John Locke dan gagasan “toleransi positif” menegaskan bahwa penghargaan atas perbedaan harus 

diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar wacana. Dalam konteks kebijakan, Peraturan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 memuat aspek administratif yang bagi 

kelompok minoritas kerap menjadi hambatan nyata dalam mendirikan rumah ibadah, sebagaimana 

tercermin dalam kasus Cilegon. 

Berbagai penelitian dan laporan lembaga seperti SETARA Institute serta intervensi lembaga negara 

menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya pada tataran hukum, tetapi juga memerlukan 

pendekatan dialog dan pendidikan toleransi berkelanjutan. Dengan mengacu pada berbagai kajian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa upaya membangun harmoni sosial memerlukan sinergi antara penegakan 

peraturan, penguatan kelembagaan, dan kesadaran bersama mengenai pentingnya menghormati hak setiap 

kelompok dalam beragama. 

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan juga sangat penting 

dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk saling menghargai dan memahami perbedaan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada 

konflik pendirian gereja di Kota Cilegon, Banten. Seluruh data diambil  dari studi pustaka dan penelusuran 

dari berbagai sumber di internet. Bahan yang dipakai mencakup berita online, dokumen pemerintah, laporan 

organisasi masyarakat sipil, dan tulisan akademik yang membahas topik terkait.  

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan cara menelusuri dan memilih berbagai sumber, 

seperti berita nasional dan lokal, situs resmi pemerintah, dokumen hukum, laporan lembaga swadaya 

masyarakat, serta artikel jurnal yang menyoroti konflik pendirian gereja di Cilegon. Informasi yang 

terkumpul kemudian dicek ulang dan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik dan kejelasan 

sumbernya. 

Dalam prosesnya, peneliti menjadi instrumen utama dan memakai catatan serta dokumentasi untuk 

menata setiap temuan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menyusun informasi ke dalam 

beberapa tema, antara lain kronologi kasus, pihak yang terlibat, faktor pemicu, aturan terkait rumah ibadah, 

dan respons masyarakat serta pemerintah. Untuk memastikan data yang digunakan tepat, peneliti 

membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti berita, dokumen, dan publikasi lain. Seluruh data 

dikumpulkan dan diproses secara daring melalui studi pustaka sampai penelitian ini selesai disusun. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada sebuah negara sudah semestinya memiliki kaum mayoritas serta kaum minoritas. Kaum 

mayoritas merupakan kumpulan orang-orang yang mendominasi suatu negara atau daerah dengan 

mempunyai ciri-ciri yang sama seperti suku, budaya, social, dan agama. Sedangkan kaum minoritas 

merupakan orang atau kelompok yang memiliki jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kaum 

mayoritas, dengan jumlah orang atau kelompok yang lebih sedikit sehingga kaum minoritas terkadang 

selalu didiskriminasi atau selalu terkalahkan oleh kaum mayoritas, tetapi kaum minoritas memiliki hak 

yang sama dengan kaum mayoritas dalam sebuah negara. Hak-hak kaum minoritas seperti hak dalam sosial, 

politik, dan kebebasan beragama itu termasuk kedalam hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat 

diganggu gugat ataupun ditawar (non-derogable rights). Perlindungan dalam HAM sudah termasuk dalam 

piagam PBB yang sesuai dengan pasal 27,28,29,30, dan pasal 31 UUD NRI 1945. Dalam hak-hak kaum 

minoritas pada hal kebebasan beragama sudah berjalan ndengan baik pelaksanaan nya, tetapi masih terjadi 

konflik antara kaum minoritas dan kaum mayoritas seperti yang terjadi di kelurahan Citangkil Kota Cilegon 

Banten. Konflik ini terjadi ketika akan dibangun tempat beribadah non islam yaitu gereja, kaum mayoritas 

merasa terganggu jika tempat ibadah gereja dibangun di daerah mereka tersebut. Menurut Kymlicka, hak 

seorang individu sangat berhubungan mengenai hak sebuah kelompok ketika hak sebuah kelompok itu tidak 

dapat dipenuhi maka hak individu tersebut juga tidak akan terpenuhi, seperti ketika hak kaum minoritas 

agama Kristen tidak terpenuhi untuk beribadah maka hak setiap individu nya juga tidak akan terpenuhi 

untuk melaksanakan ibadahnya, sehingga hak kaum minoritas harus diperjuangkan. Dalam kasus ini bisa 

dikatakan bahwa hak-hak kaum minoritas ini tidak terpenuhi karena untuk mendirikan tempat ibadah gereja 

saja tidak bisa dibangun di Kota Cilegon, masyarakat kaum minoritas non Islam Kota Cilegon ketika ingin 

beribadah saja harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, harus ke Kota Serang ketika ingin 

melaksanakan ibadahnya. 

Dalam konteks pendirian rumah ibadah di Indonesia, termasuk gereja di Cilegon, terdapat dua 

kerangka utama yang sering kali ditemui dalam ketegangan, yaitu peraturan perundang-undangan nasional 

dan jaminan konstitusional atas Hak Asasi Manusia (HAM). Secara hukum positif, pendirian rumah ibadah 

diatur terutama melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 

Tahun 2006 (PBM 2006). Peraturan ini mensyaratkan sejumlah prasyarat administratif, termasuk: 

1. Pengumpulan tanda tangan dari minimal 90 jemaat dan dukungan dari 60 warga sekitar yang berbeda 

agama. 

2. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat. 

3. Izin dari pemerintah daerah. 

Tujuan peraturan ini adalah untuk menjaga ketertiban dan kerukunan. Namun, dalam 

implementasinya, aturan ini sering dianggap berbelit dan rentan dimanfaatkan oleh kelompok penekan 

untuk menghalangi pembangunan rumah ibadah minoritas, meskipun semua persyaratan administratif telah 

dipenuhi oleh pihak gereja. Proses di FKUB, yang seharusnya netral, sering kali dipengaruhi oleh dinamika 

politik lokal dan tekanan sosial mayoritas. 

Di sisi lain, jaminan Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama di Indonesia sangat kuat. Hal ini 

dijamin oleh: 

1. UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 Ayat (2), yang menjamin kebebasan setiap orang 

untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 22 tentang kebebasan 

memeluk agama. 

3. Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005) yang 

dalam Pasal 18 mengakui kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apa pun. 

Dengan demikian, terjadi paradoks antara jaminan konstitusional dan implementasi peraturan 

teknis. Konflik di Cilegon sering kali mencerminkan ketegangan ini, di mana hak konstitusional umat 

Kristen untuk beribadah terbentur pada penafsiran dan pelaksanaan PBM 2006 yang diskriminatif serta 

ketiadaan penegakan hukum yang tegas oleh aparat terhadap kelompok yang menolak. Negara, dalam hal 

ini, dapat dinilai lalai (failure to protect) dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak beragama 

kelompok minoritas dari tekanan kelompok masyarakat lain. 

Penolakan terhadap pendirian gereja di Cilegon, dan banyak daerah lain di Indonesia, tidak 

disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks beberapa faktor: 

A. Faktor Sosial-Keagamaan: 

Sentimen Mayoritarian: Persepsi dominasi kelompok mayoritas yang merasa berhak 

mengontrol ruang fisik dan simbolik di wilayahnya. Gereja, sebagai simbol agama minoritas, dianggap 

mengganggu "kemurnian" atau "keteraturan" lingkungan yang homogen. 

Prasangka dan Intoleransi: Kurangnya interaksi sosial yang positif antarumat beragama dapat 

memicu kecurigaan dan prasangka. Isu-isu sensitif seperti pemurtadan atau kristenisasi sering kali 

diangkat, meski tanpa bukti, untuk memanaskan suasana. 

Politik Identitas: Agama digunakan sebagai alat mobilisasi identitas kelompok untuk 

memperkuat solidaritas sekaligus menandai "yang lain" (the other). 

B.  Faktor Politik dan Kebijakan: 

Implementasi PBM 2006 yang Problematic: Syarat dukungan warga sekitar dan peran FKUB 

justru menjadi alat legitimasi formal bagi penolakan. Suara mayoritas di tingkat lokal dapat dengan 

mudah memveto hak konstitusional minoritas. 

Political Will Aparat yang Lemah: Pemerintah daerah dan aparat keamanan sering kali lebih 

memilih jalan rekonsiliasi damai dengan membatalkan izin atau menghentikan pembangunan, alih-

alih menegakkan hukum terhadap kelompok yang melanggar. Hal ini didorong oleh pertimbangan 

stabilitas politik jangka pendek dan ketakutan terhadap konflik horizontal. 

Politik Elektoral: Isu pendirian rumah ibadah dapat dijadikan komoditas politik untuk meraih 

dukungan konstituen mayoritas, terutama mendekati pemilihan. 

C. Faktor Tata Ruang dan Lingkungan: 

Penolakan atas Dampak Lingkungan: Sering kali dijadikan alasan teknis, seperti kekhawatiran 

akan kebisingan, kemacetan, atau berkurangnya ruang terbang, meski sebenarnya motif utamanya 

adalah agama. 

Ketidakjelasan RTRW: Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak secara eksplisit 

mengalokasikan lokasi untuk rumah ibadah semua agama menimbulkan multitafsir dan konflik. 

D. Faktor Ekonomi dan Kepentingan: 

Persaingan Ekonomi-Sosial: Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan ekonomi 

yang memicu kecemburuan, dan penolakan terhadap gereja menjadi saluran ketegangan tersebut. 

Kepentingan Penguasaan Lahan: Penolakan bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang 
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berkepentingan atas sebuah lahan untuk tujuan komersial lainnya. 

Secara hukum, Indonesia sebenarnya sudah memberikan jaminan yang sangat kuat terhadap 

kebebasan beragama. Konstitusi lewat Pasal 28E Ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 Ayat (2) menegaskan 

bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan menjalankan ibadahnya, dan negara wajib menjamin hal 

tersebut. Jaminan ini diperkuat lagi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 22 yang 

mengatur hak kebebasan beragama. Karena Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 

Tahun 2005, negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan 

beragama yang termasuk dalam hak asasi yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Tetapi di sisi 

lain, muncul masalah pada aturan teknis seperti PBM 2006 yang justru membuat persyaratan tambahan 

berupa persetujuan warga sekitar dari agama berbeda. Syarat ini secara tidak langsung memindahkan 

tanggung jawab perlindungan hak asasi dari negara ke sikap dan toleransi masyarakat setempat, padahal 

negara seharusnya menjadi pihak yang menjamin hak itu tanpa diskriminasi. Dalam kasus Cilegon, 

pemerintah daerah dan aparat dinilai tidak menjalankan kewajiban dasarnya: tidak hanya turut membuat 

aturan yang menghambat hak beragama, tetapi juga gagal melindungi pihak yang mengalami penolakan. 

Keputusan pemerintah untuk memilih kompromi politik daripada menegakkan hukum menunjukkan 

lemahnya kehadiran negara sebagai penjamin hak. 

Dari sudut pandang hak asasi manusia, konflik ini memperlihatkan adanya pelanggaran berlapis, 

terutama terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hak ini bukan hanya soal keyakinan individu, 

tetapi juga mencakup hak bersama untuk menjalankan ibadah dan mendirikan tempat ibadah. Pembatasan 

terhadap hak tersebut hanya boleh dilakukan jika sesuai hukum, memiliki tujuan yang sah, serta 

proporsional. Penolakan pembangunan gereja di Cilegon yang didorong prasangka dan tekanan mayoritas 

tidak memenuhi syarat proporsionalitas tersebut. Selain itu, perlakuan berbeda terhadap jemaat Kristiani 

dalam mengakses tempat ibadah menunjukkan adanya diskriminasi agama, sesuatu yang dilarang secara 

tegas oleh Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah diskriminasi, baik 

yang dilakukan oleh aparat maupun oleh warga. Ketika intimidasi dan ancaman dibiarkan, jemaat 

kehilangan rasa aman yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga. Rasa aman ini penting karena tanpa 

itu, hak-hak lainnya juga sulit dinikmati. 

 

 

KESIMPULAN 

Konflik penolakan pembangunan gereja di Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon, menunjukkan 

adanya tarik-menarik antara jaminan kebebasan beragama yang sudah jelas diatur dalam hukum dan 

pelaksanaan aturan di lapangan yang kadang justru membatasi. Walaupun Indonesia memiliki landasan 

hukum yang kuat—mulai dari UUD 1945, UU HAM, sampai komitmen internasional melalui ICCPR 

kenyataannya penerapan hak tersebut masih belum konsisten. 

Aturan seperti PBM 2006 sering dipakai sebagai alasan untuk menahan pendirian rumah ibadah, 

terutama bagi kelompok minoritas seperti umat Kristiani. Situasi ini bukan hanya bertentangan dengan 

prinsip HAM, tetapi juga memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai penjamin hak 

setiap warga tanpa memandang agama. 

Penolakan itu sendiri tidak semata-mata muncul karena persoalan hukum, tetapi juga karena 

dinamika sosial dan keagamaan, pengaruh politik lokal, tata ruang, hingga faktor ekonomi. Sentimen 

mayoritas, intoleransi, dan tekanan sosial kerap ikut bermain, sementara pemerintah daerah kadang tidak 
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cukup tegas dalam menegakkan aturan yang seharusnya melindungi semua pihak. 

Karena itu, perlu ada langkah nyata untuk memperkuat perlindungan HAM, memperjelas aturan 

pendirian rumah ibadah, dan membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat mengenai toleransi 

dan hak beragama. Negara juga harus lebih hadir dalam melindungi kelompok minoritas, bukan sekadar 

untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi sebagai wujud komitmen terhadap nilai demokrasi dan keadilan. 

 

 

SARAN 

Pemerintah daerah perlu mematuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya 

UUD 1945 dan SKB 2 Menteri 2006. Pemerintah harus bersikap netral, tidak ikut dalam penolakan, serta 

menjamin setiap warga negara memperoleh hak yang setara dalam mendirikan rumah ibadah. Diperlukan 

juga penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak-pihak yang melakukan intoleransi atau menghalangi 

pelaksanaan hak beribadah, agar kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud. 

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi, kerukunan antarumat beragama, serta 

penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara lain. Pendidikan multikultural dan dialog 

antaragama dapat meningkatkan harmoni sosial.Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi dan 

pencabutan terhadap regulasi daerah yang bertentangan dengan UUD 1945 maupun peraturan nasional, 

termasuk aturan-aturan lama seperti SK tahun 1975 yang tidak lagi sesuai dengan konteks hukum 

modern.Perlu dilakukan kajian, advokasi, serta sosialisasi yang lebih aktif mengenai kebebasan beragama, 

sehingga masyarakat dan pemerintah daerah memahami kewajiban hukum yang berlaku. 
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